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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 09 TAHUN 2014 
TENTANG 

TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH 
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT 

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan 
pengusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan 
mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio 
elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang lebih 
tepat sasaran dengan menghapuskan subsidi listrik 
untuk golongan pelanggan industri menengah yang 
berbentuk perusahaan terbuka (go public) dan golongan 
pelanggan industri besar, serta penerapan penyesuaian 
Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) bagi golongan 
tarif listrik non subsidi untuk keperluan rumah tangga 
besar, bisnis menengah dan besar, dan kantor 
pemerintah sedang, perlu menyesuaikan Tarif Tenaga 
Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2012; 
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b. bahwa penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Yang 
Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Perusahaan Listrik Negara sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a telah mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai hasil 
Rapat Kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dengan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral pada tanggal 21 Januari 2014; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral tentang Tarif Tenaga Listrik Yang 
Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Perusahaan Listrik Negara; 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4746); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5052); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang 
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik 
Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 34); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5281); 

6. Keputusan Presiden Nomor  59/P Tahun 2011 tanggal     
18 Oktober 2011; 

7. Peraturan  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1022); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG 
DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN 
(PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang 
disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik 
Negara. 

2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas 
dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan. 

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang ketenagalistrikan. 

Pasal 2 

(1) Tarif Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif.   

(2) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. tarif tenaga listrik reguler; dan  

b. tarif tenaga listrik prabayar. 
(3) Tarif tenaga listrik reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian 
tenaga listrik oleh konsumen. 

(4) Tarif tenaga listrik prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum 
pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. 

Pasal 3 
Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 

a. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial, terdiri atas: 

1. Golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil pada 
tegangan rendah, dengan daya 220 VA (S-1/TR); 
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